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TAMAN KANAK KANAK ( TK ) TERPADU TSABITA QOLBU

KABUPATEN MAGELANG

'KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

: a bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan

i B

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan
pendirian Taman Kanak Kanak ( TK )

bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka di Komplek Kantor
PC. NU Kab. Magelang , yang beralamat di JI. Magelang-Jogja Km. 12
Palbapang Mungkid, Kabupaten Magelang, dapat didirikan TK Terpadu
Tsabita Qolbu.

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Tbu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke
Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negra Nomor 4301);

Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Iembaran
Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang —
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000:

Peratu.ran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenang Provinsi Sebagai daerah Otonomi (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar:




